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Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirobbil’alamin, atau limpahan 
rahmat-Nya yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Sholawat serta salam 
semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan 
terhebat seluruh umat Islam di dunia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada 
orang-orang spesial diantaranya: 
Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk: 
1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa menjadi perisai 
terkokoh. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Disaat 
ketidakmungkinan mencoba menguasai, kekuatan itu hadir digarda utama 
dalam hidup Ananda. Memberikan Do’a yang tak henti hentinya buat 
ananda, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi 
ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannanya selama ini. Semoga suatu 
saat ananda bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam 
lindungan Allah SWT. Aamiin 
2. Guru-guruku tercinta yang senantiasa memberi energi lewat energi petuah 
dan doa-doa dan malu rasanya ketika kebaikan itu ananda ingat-ingat 
kembali karena diri ini belum mampu mengimbangi langkah tulus 
tersebut. 
3. Keluarga besarku yang selama ini menjadi jembatan luas untukku. 
Langkah ini bisa jadi tidak hanya timpang, tapi mungkin bisa jadi terhenti 
jika tanpa kalian adikku dan saudara-saudaraku yang tidak bisa disebut 
satu persatu, bantuan demi bantuan mengimbangi keterbatasan diri ini.  
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4. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 
2016 khususnya sahabat-sahabatku Siti Muhlisah, Cindy Alfin Inayah, 
Miftahur Rozikiyyah, Ifkari Anggraini, Irmatul Imamah, Khusnul 
Khotimah, Syahadatul Nurhidayah, dan teman-teman kelas HES2, yang 
telah mendampingi dan memberikan motivasi. 
5. Saudaraku-saudaraku Ikatan Mahasiswa Situbondo (IKMAS) yang 
seperjuangan tidak akan pernah lupa yang berasal dari kota kelahiran 
tercinta dan banggakan, saudaraku KKN dan KKL/PPL. Dan semua 
sahabatku yang hadir membawa semangat baru di ujung perjuangan strata 
1 yang begitu melelahkan dan menguras energi. 
6. Dan terimakasih kepada Fitriatun Hasanah yang selalu memberikan 
semangat dan motivasi tiada henti. 






Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puja 
dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan 
pertolongan-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis 
diberikan kemampuan, kekuatan  serta ketabahan hati dalam menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat serta dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada 
revolusioner besar yaitu Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa membawa cahaya 
rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat Allah Swt dan ikhtiyar 
semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi berjudul 
“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi 
Kasus Di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo)” yang 
digunakan untuk persembahan terakhir dan sekaligus untuk memenuhi syarat 
meraih gelar sajana hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 
Dalam penulisan ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan dan hambatan 
yang dihadapi, serta saat ini juga masih jauh dari kesempurnaan dan hal ini tidak 
terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang disebut oleh Nabi “al insaanu 
mahallu al khatha’ wa al nisyaan” manusia tempatnya salah dan lupa. 
Penulis yakin tanpa bantuan, motivasi, bimbingan serta petunjuk dari 
semua pihak tentunya penulis skripsi ini banyak mengalami hambatan-hambatan 
dan alhamdulillah, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
penuh ketabahan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih tiada tara dan tiada 
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terhingga atas bimbingan dan pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada 
penulis yaitu kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember 
yang telah menjadikan IAIN lebih baik dari sebelumnya. 
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan 
Fakultas Syari’ah IAIN Jember. 
3. Bapak Martoyo S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah. 
4. Ibu Busriyanti M.Ag selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,  
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.HI, Selaku Pembimbing yang telah 
membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan, 
motivasi serta kesabarannya dalam membimbing penulis. 
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu 
Dosen Fakultas Syari’ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya 
kepada penulis sebagai bekal dalam hidap dan semoga ilmu yang 
diberikan bermanfaat dan barokah.  
7. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil 
dalam penyelesaian penulis Skripsi. 
Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis memohon rahmat dan hidayah-
Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 




Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, 
oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar 
skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun 
yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat. 
 









Jamiludin, 2020 : Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau 
Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Patemon Kecamatan Bungatan 
Kabupaten Situbondo). 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
juga berkaitan dengan transaksi elektronik, karena dalam undang-undang tersebut 
ada aturan yang mengatur tentang hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen 
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu peneliti ingin menggali masalah  
perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES 
Adapun fokus masalah ini 1) Bagaimana perilaku masyarakat dalam 
melakukan transaksi elektronik yang terjadi di masyarakat desa patemon 
kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo?.2) Bagaimana tinjauan Undang-
undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi 
elektronik di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo?. 3) 
Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perlindungan 
konsumen dalam transaksi elektronik di Desa Patemon Kecamatan Bungatan 
Kabupaten Situbondo? 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan 
konsumen dalam transaksi elektronik yang ada di Desa patemon menurut tinjauan 
Undang-undang perlindungan konsumen dan KHES. Pendekatan ini 
menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian lapangan 
(fild research).Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, 
dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa Akibat dari 
kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan transaksi elektronik, 
masyarakat sering menjadi korban dari pelaku usaha yang tidak memiliki I’tikad 
baik seperti penipuan, ketidaksesuaian barang yang di jualnya dan juga tidak bisa 
melihat kedewasaan dari konsumennya. Menurut Undang-undang Nomer 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Polemik Perlindungan Hukum 
bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik melalui media sosial itu tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-undang perlindungan konsumen pada poin ke 3 
tentang hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/jasa. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang 
perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Desa Patemon, Kecamatan 
Bungatan, Kabupaten Situbondo adalah pemberian perlindungan berupa hak 
khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli) yaitu termasuk pada bentuk 
Khiyar Ghabn dan Khiyar Taghrib. Khiyar ini sangat penting dalam upaya 
melindungi hak-hak konsumen di mana posisi konsumen yang seringkali 
dirugikan oleh pelaku usaha yang curang dengan menjual barang yang tidak 
sesuai dengan yang dipesan atau yang ada digambar, sehingga konsumen bisa 
meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut. Jika ada yang melakukan 
ingkar janji maka dikenakan sanksi yang sesuai dengan Pasal 38 KHES yaitu 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan elektronik pada saat ini sangat pesat yang 
mengakibatkan timbulnya berbagai macam fasilitas telekomunikasi sehingga 
diharapkan masyarakat saat ini tidak ketinggalan dalam menerima perubahan 
dan perkembangan teknologi yang kian hari semakin canggih.Dengan 
perkembangan elektronik, masyarakat semakin mudah dalam mengakses 
segala jenis situs dalam sebuah gadget. Kemajuan teknologi telah 
memberikan sumber (resources) informasi dan komunikasi yang amat luas 
dari apa yang telah di miliki manusia. Meskipun peranan informasi dalam 
beberapa decade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya 
kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak 
kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan1. 
Salah satu bukti dari perkembangan elektronik adalah dengan adanya 
transaksi elektronik yang sering di sebut electronics commerce atau disebut e-
commerce.E-ecommerce yaitu perdagangan Elektronik atau e-dagang 
(electronic commerce) yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran 
barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, 
                                                          




atau jaringan computer lainnya2 Saat ini teknologi dunia maya sering disebut 
dengan media internet. 
Internet menjadi media massa yang tidak asing bagi masyarakat 
banyak. Internet dianggap media yang paling praktis, cepat dan mudah. Jual 
beli yang dilakukan dalam dunia maya ini sering disebut oleh masyarakat 
yaitu dengan jual beli online. Apapun barangnya dapat dijadikan sebagai 
obyek perdagangan melalui online, asalkan barangnya tidak najis. Karena 
dalam Islam tidak diperkenankan menjual suatu barang yang najis. Dalam 
Islam jual beli online (transaksi elektronik) diperbolehkan, asalkan tidak ada 
unsur kedzaliman, monopoli, dan penipuan, gharar dan lain sebagainya.  
Transaksi elektronik seperti ini dapat menguntungkan pelaku usaha 
dan konsumen, yaitu pelaku usaha dapat menjual atau memasarkan suatu 
produknya dan konsumen dapat memilih-milih barang yang akan dibelinya 
oleh konsumen. Terkadang, pada kenyataannya dalam transaksi elektronik ini 
banyak sekali kejahatan yang dapat merugikan konsumen, misalnya kejahatan 
penipuan. 
Dalam Surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan, bahwa: 
 
                                                          
2https://www.kompasiana.com/kelompok-5/550119d7a333113e09511341/definisi-e-commerce-e-
business diakses pada tanggal 12 september 2019 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. 
Melalui jual beli online (transaksi elektronik), mempunyai 
kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti 
barang dan jasa secara lebih luas tanpa dibatasi oleh wilayah.Pada dasarnya, 
jual beli di lakukan dengan tatap muka antara konsumen dan pelaku usaha 
sedangkan hal itu tidak berlaku bagi jual beli elektronik. Jual beli online atau 
e-ecommerce dalam praktiknya, tak jarang jual beli online dapat 
menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan 
gambar yang dipasang dalam toko atau situs online tersebut bahkan sering 
tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Dan seharusnya pelaku usaha 
tersebut dikenai sanksi ganti rugi atas ketidaksesuaian barang yang telah 
dibeli oleh konsumen itu tadi. 
Seperti disebutkan  pada pasal 9 Undang-Undang perlindungan 
konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak baik 
dan benar.3 Dalam transaksi elektronik atau jual beli online harus ada jaminan 
atas barang yang diperjualbelikan. Sehingga dalam hal ini, pembeli merasa 
nyaman dalam melakukan suatu transaksi. 
                                                          
3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Grafindo, 2006), 209. 
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Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 69 
telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai suatu hak 
khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga 
berakhirnya pertemuan tersebut.4 Dalam artian lain, pembeli harus lebih 
berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan suatu transaksi jual beli. 
Meskipun dalam transaksi elektronik atau online sering didasari dengan rasa 
percaya antara kedua belah pihak, tetapi pembeli harus lebih berhati-hati dan 
teliti sebelum barang itu diterima. Jika barang tersebut tidak sesuai dengan 
pesanan, Maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen juga berkaitan dengan transaksi elektronik, karena dalam undang-
undang tersebut ada aturan yang mengatur tentang hak-hak konsumen. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
adalah yang mengatur tentang aturan-aturan dalam melakukan transaksi yang 
di dalamnya juga tertera hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 
termasuk aturan tentang perlindungan hukum bagi konsumen.Perlindungan 
konsumen menurut undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen berasaskan 
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, 
                                                          
4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
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serta kepastian hukum, dan pasal 3 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan konsumen juga merumuskan tujuan Perlindungan 
konsumen sebagi berikut : 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mengindarkannya 
dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab 
dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen.5 
Dari pernyataan di atas kita ketahui bahwa pelaksanaan transaksi 
elektronik hak konsumen harus di perhatikan lebih. Terkait dengan hak 
konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen di sebutkan bahwa hak-hak konsumen adalah : 
                                                          
5Pasal 3 Undang-undang nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. 
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a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.6 
Dalam pembahasan transaksi elektronik juga dibahas dalam hukum 
islam sebagaimana disebutkan dalam hadist : 
                                                          
6Pasal 4 Undang-undang nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. 
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Artinya:  Nabi telah melarang 
memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya. (riwayat muslim 
dan lainnya).7 
 
Dari hadist tersebut sudah jelas bahwa pelaku usaha di wajibkan 
memberikan informasi yang jelas dan nyata sesuai keadaan barang yang akan 
di perdagangkan terhadap konsumen, agar konsumen yang akan memakai 
barang tersebut tidak merasa dirugikan dalam memakai barang atau jasa dari 
pelaku usaha. Hadist tersebut juga berkaitan dengan hak-hak konsumen yang 
disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 ayat (c). 
Telah disebutkan dengan jelas tentang hak konsumen tersebut.Dalam 
masyarakat, pemenuhan hak konsumenlah yang sering menjadi permasalahan 
dalam transaksi elektronik, karena di ketahui perlindungan konsumen 
merupakan merupakan aspek penting dalam e-commerce dan perlu 
diperhatikan. 
Berdasarkan hasil observasi awal penulis terhadap dua konsumen e-
commerce menyatakan bahwa pada prakteknya dua konsumen tersebut sering 
dirugikan dalam melakukan transaksi elektronik utamanya dalam hal jual beli 
dengan menggunakan media sosial.Perlindungan hukum bagi konsumen tidak 
di terapkan dengan baik sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 4 
Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.8 
 Contoh permasalahan yang ada di Desa Patemon Kecamatan 
Bungatan Kabupaten Situbondo dimana konsumen yang bernama Haki telah 
melakukan transaksi pembelian sandal melalui media sosial lazada dengan 
                                                          
7Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Alglesindo, 2000), 280. 
8Observasi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan 7 Desember 2019.. 
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harga Rp.57.000 dan ongkos kirim Rp.14.000 jadi total biaya yang di 
bayarkan oleh Haki Senilai Rp.71.000 dengan metode pembayaran bayar di 
tempat, pada saat di gambar warna sandal bagus dengan bentuk timbul dan 
pada waktu pemesanan Haki memesan dengan ukuran 39 namun ketika 
barang sampai pada Haki warna tidak timbul dan ukurannya 40 setelah 
dihubungi kepada pihak penjual maka tidak ada respon, hanya saja Haki tidak 
sampai membawa kasus tersebut kepada rana hukum dengan alasan hal 
seperti itu sudah menjadi resiko dalam transaksi elektronik. 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji kasus 
tersebut secara ilmiyah, yaitu ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 
2016tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-undang Nomer 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan mengangkat judul 
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah (Studi Kasus Di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten 
Situbondo). 
B. Fokus Penelitian 
Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari 
jawabannya melalui proses penelitian9.Adapun masalah yang di angkat dari 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
                                                          
9Tim penyusun,Pedoman Penulisan  Karya Ilmiyah (Jember:IAIN Jember Press,2015),44. 
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1) Bagaimana perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik 
yang terjadi di masyarakat desa patemon kecamatan Bungatan Kabupaten 
Situbondo? 
2) Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Desa Patemon 
Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo? 
3) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang 
perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Desa Patemon 
Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan pokok dari penelitian adalah mencari jawaban dari 
permasalahan yang di ajukan. Peneliti ini memiliki rumusan tujuan sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi 
elektronik yang terjadi di masyarakat desa patemon kecamatan Bungatan 
Kabupaten Situbondo. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Desa 
Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Kompilasi Ekonomi 
Syariah tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di 




D. Manfaat Penelitian 
Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa manfaat hasil penelitian 
adalah sesuatu yang dapat di gunakan oleh pihak-pihak lain untuk 
meningkatkan apa yang telah ada.10 Peneliti ini diharapkan dapat memberi 
manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagaia pihak, di antaranya: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Peneliti ini di harapkan dapat memberi kontribusi pengembangan 
pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana perlindungan konsumen 
dalam transaksi elektronik ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 8 
Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa 
Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang 
memenuhi syarat sebagai laporan serta sebagai sarana untuk 
menambah wawasan masyarakat khususnya di Desa Patemon 
Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 
b. Bagi Almamater IAIN Jember dan para mahasiswa Muamalah 
khususnya diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian 
berikutnya. 
c. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi 
masyarakat tentang salah satu masalah dalam Perlindungan Konsumen 
                                                          
10Suharsimi Arikunto,Manajemen Penelitian(Jakarta:Rineka,2000),46. 
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dan informasi transaksi elektronik yang ada di Indonesia mengenai 
Perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. 
d. Bagi pembaca diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi 
mengenai perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi 
elektronik. 
E. Definisi Istilah 
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 
menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitiannya.Tujuannya agar 
tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang 
dimaksud oleh peneliti.11 
1. Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.12 
2. Transaksi Elektronik  
E-commerce atau yang biasa disebut Transaksi Elektronik adalah 
kegiatan perdagangan yang transaksinya terjadi diseluruh atau sebagian di 
dunia maya, Misalnya: penjualan barang dan jasa melalui internet, 
periklanan secara online, pemasaran, pemesanan, dan pembayaran seccara 
online.13 
Yang dimaksud Transaksi elektronik (e-commerce) dalam penelitian 
ini adalah suatu transaksi yang berbasis elektronik. Dalam penelitian ini 
                                                          
11Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah  (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45. 
12 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.  




untuk terjadinya transaksi elektronik jaringan menjadi hal yang paling 
penting untuk membantu kelancaran dalam transaksi elektronik.Elektronik 
dalam hal ini merupakan hp, komputer,televisi, dan sebagainya. 
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999  
Merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga 
swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk 
melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan 
pendidikan konsumen secara merata. 
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Kata kompilasi dari kata complete yang artinya menyusun, 
mengumpulkan dan menghimpun.14 Kata hukum yang dikenal dalam bahasa 
Indonesia berasal dari bahasa Arab al-hukm yang berarti aturan (rule), 
putusan (judgement), atau ketetapan (provision). Dalam Ensiklopedi Hukum 
Islam, hukum diartikan menetapkan sesuatu atas sesuatu atau 
meniadakannya.15 Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, buku I, 
bab I, Pasal 1 yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang 
dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang 
berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil 
dan tidak komersil menurut prinsip syariah.16 
Jadi dapat disimpulkan bahwa KHES adalah penyusunan atau 
pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang 
berkaitan dengan ekonomi syariah.  
                                                          
14 John M. Echols dkk, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 132. 
15 HA Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 571 
16 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Bandung: Fokus Media, 2010), 8. 
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F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 
skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 
penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, 
bukan seperti daftar isi.17Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini 
agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam 
lima bab dengan penjelasan sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran 
singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam 
bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 
BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini dibahas mengenai 
penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian 
terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam 
transaksi elektronik ditinjau dari undang-undang nomer 8 tahun 1999 dan 
kompilasi hukum ekonomi syariah. 
BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan menguraikan tentang 
pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap 
penelitian. 
BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data, pada bab ini menjelaskan 
mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta 
                                                          




pembahasan temuan berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan sesuai 
dengan survey dari peneliti dilapangan. 
BAB V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa 
pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan 













A. Penelitian Terdahulu 
Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 
membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 
belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat di 
lihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitiannya yang hendak 
dilakukan. 
1. 18 yang berjudul, 
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Di Lembaga 
Skripsi ini bertujuan untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha pemerintah 
telah memberikan aturan-aturan yang tertuang didalam Undang-undang 
Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. hasil dari 
penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh LKY kepada 
konsumen jual beli onlin di lakukan melalui tiga cara yakni pendidikan, 
konsultasi, dan advokasi. Pendidikan di lakukan oleh LKY sebagai upaya 
untuk memberdayakan konsumen agar mengerti terhadap hak-hak yang 
dimilikinya. Konsultasi sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada 
konsumen yang berupa saran terhadap permasalahan yang terjadi. 
                                                          
18 Pelaksanaan Perlinddungan Konsumen Jual Beli Online di Lembaga 
Konsumen Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), i. 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 16 
Advokasi adalah bantuan yang diberikan untuk membantu konsumen 
menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan 
perlindungan konsumen jual beli online di LKY bahwa LKY sudah 
mampu memberikan perlindungan kepada konsumen jual beli onlin 
sesuai dengan tugasnya sebagai LPKSM sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) 
Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis 
deskriptif kualitatif.Analisis dilakukan terhadap data-data yang 
didapatkan dari berbagai sumber, diantaranya adalah Undang-undang, 
buku-buku hukum, karya ilmiah, wawancara, dan dokumentasi.Jenis 
penelitian dalam sekripsi ini adalah penelitian normatif-empiris dengan 
metode studi lapangan (field research) yakni mengumpulkan dan 
menjadikan data yang didapat dari lapangan sebagai data primer. 
Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, 
persamaan dari penelitian ini adalah terletak kesamaan pada temanya, 
yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan 
konsumen.sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang 
dilakukan oleh penulis ini adalah pelaksanaan perlindungan konsumen 
jual beli online di lembaga konsumen Yogyakarta. Dan penelitian yang 
penulis sekarang lakukan yaitu perlindungan konsumen dalam transaksi 
elektronik ditinjau dari Undang-undang Undang-undang Nomor 8 tahun 
1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa 
Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo). 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 17 
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli 
Secara Online Sesuai Dengan Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen.19 
Dalam Skripsi tersebut memiliki beberapa Rumusan masalah 
yaitu: 
a. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli barang secara online? 
b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam 
jual beli barang secara online? 
c. Upaya apa yang dilakukan konsumen dalam mengajukan gugatan 
ganti rugi? 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis 
naratif.Penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan 
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti 
Undang-undang, literature-literatur, yang bersifat konsep teoritis yang 
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok 
pembahasan. 
Adapun kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa akibat 
hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli barang 
secara online pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh perbuatan 
pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan 
berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Dan dalam pengajuan gugatan 
ganti rugi atas sengketa konsumen, dapat melakukan penyelesaian 
                                                          
19Ratna Kusuma Wardani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli 
Secara Online Sesuai Dengan Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, Skripsi(Jember: Universitas Jember, 2015), i. 
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dengan dengan dua (2) cara yaitu, melalui litigasi atau penyelesaian 
sengketa secara non litigasi. 
Persamaan dalam skripsi ini yaitu, sama-sama membahas tema 
tentang perlindungan  konsumen. Sehingga terdapat kejelasan bagaimana 
upaya yang harus dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan 
sengketa konsumen. 
Perbedaannya adalah dalam penelitian ini di bahas mengenai 
akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli 
secacara online.Dan juga skripsi tersebut tidak menggunakan perspektif 
undang-undang tentang informasi dan transaksi elektonik, mengingat jual 
beli online adalah transaksi yang dilakukan menggunakan elektronik. 
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-
Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan.20 
Dalam skripsi tersebut memiliki beberapa rumusan masalah yaitu: 
a. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengedukasi masyarakatnya 
untuk lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dalam melakukan 
transaksi elektronik? 
b. Bagaimana keamanan yang didapatkan oleh konsumen dalam 
melakukan transaksi dimedia Internet? 
c. Perlindungan yang seperti apa yang akan didapatkan oleh konsumen 
dalam melakukan transaksi dimedia internet? 
                                                          
20Apriyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau 
Dari Hukum Perikatan, Skripsi (Jakarta: UIN Syarih Hidayatullah, 2014),i. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, 
yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada 
dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli,dan 
makalah-makalah. 
Adapun bunyi dari kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-Commerce 
yang timbul dari adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang 
diatur dalam undang-undang No 8 tahun 1999 Terdapat dalam pasal 4 
pendiddikan  oleh 
pasal 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Persamaan dalam skripsi ini adalah terletak pada thema 
skripsinya, yaitu tentang perlindungan konsumen dan transaksi 
elektronik.Sedangkan perbedaannya terletak dalam metode 
penelitiaannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, 
sedangkan metode yang di gunakan oleh penulis yang sekarang adalah 
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1. Tinjauan Tentang Perlindungan hukum 
a. Pengertian perlindungan hukum 
Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya 
kegiatan sehari-hari, berguna untuk mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan 
antara individu satu dengan individu lain. Maka dari itu, hukum harus 
bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu 
dapat ditekan seminimal mungkin. 
Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara 
setiap tindakan harus ada dasar hukumnya. Pasal 2 ayat (1) undang-




Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum 
adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam 
masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.21 
Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan 
tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal 
dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, 
mempertahankan, dan membentengi.Sedangkan perlindungan berarti 
konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bungker.Secara 
umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang 
berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda 
atau barang.Selain itu perlindungan juga mengandung makna 
pengayoman yang diberikan oleh seorang terhadap orang yang lebih 
lemah.Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan 
perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan 
perantara dan sarana hukum. 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan hukum yakni 
perlindungan hukum lahir dari sesuatu ketentuan hukum dan segala 
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya 
                                                          
21Luthvi Febryka No
Negara Hukum, 1 (Juni, 2016), 40. 
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merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 
hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 
perseorangan dengan pemerintah yangdianggap mewakili kepentingan 
masyarakat.22 
Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan 
hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.23Sedangkan 
menurut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 
penguasa yang tidak sesuai dengan aturanhukum, untuk mewujudkan 
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 
menikmati martabatnya sebagai manusia.24 
Jadi setiap warga Negara tanpa terkecuali tidak boleh 
diperlakukan diskriminasi dalam segala bidang. Perlakuan 
diskriminasi yang dimaksud sesuai dengan bunyi pasal 28 ayat (1) 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang diskriminatif itu  
 
                                                          
22Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000),54. 
23Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987),1-2. 
24Setiono, Rule Of Law Supremasi Hukum (Surakarta: Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret, 2004),3. 
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b. Tujuan Perlindungan Hukum 
Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, 
dalam kehidupandimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral 
konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warganya. 
Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengemban 
kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika 
warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk 
mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.25 
Berdasarkan tujuannya, perlindungan hukum dibagi menjadi 
dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.Perlindungan 
hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk 
untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 
pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 
berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif adalah 
perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.26 
Pengertian hukum dalam ilmu hukum secara umum 
menyebutkan bahwa selain adanya dalam bentuk peraturan perundang-
undangan juga dikenal adanya hukum dalam pelaksanaannya. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
perlindungan hukum addalah upaya melindungi melalui peraturan 
secara tertulis ataupun melalui tingkah laku penegak hukum dalam 
melakukan penegakan hukum. 
                                                          
25Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2003), 22. 
26Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 2. 
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2. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen 
a. Unsur-unsur Perlindungan Konsumen 
1. Konsumen 
Konsumen merupakan, pemakai barang atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau 
keluarganya atau orang lain yang tidak untuk di perdagangkan 
kembali.27Konsumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumen 
antara dan konsumen akhir.Konsumen antara yaitu konsumen yang 
membeli suatu produk dari pelaku usaha yang tujuannya untuk 
dijual kembali.Sedangkan konsumen akhir yaitu konsumen yang 
menggunakan produk dari produsen yang tujuannya untuk 
dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan. 
2. Pelaku usaha (Produsen) 
Pelaku usaha atau produsen merupakan setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi.28Dalam menjalankan usahanya apabila ingin menjadi 
                                                          
27Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2013),20. 
28Pasal 1 undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
 25 
lancar maka produsen harus menaati peraturan yang sudah berlaku 
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan segalanya.29 
3. Barang dan/ atau jasa 
Barang dan/atau Jasa merupakan suatu objek yang diperjual 
belikan oleh produsen terhadap konsumen.Produk barang dan/atau 
jasa yang menjadikan objek perlindungan konsumen sangatlah 
beragam jumlahnya.Keragaman ini dikarenakan kebutuhan pokok 
hingga kebutuhan pelengkap. Tanggung jawab suatu produk dalam 
hukum perlindungan konsumen bukan hanya dimaknai bendad 
berwujud (tangible) tetapi juga termasuk produk yang bersifat 
intangible seperti penyediaan jasa. Tuntutan tanggung jawab 
produk dibenarkan apabila terbukti ada pelanggaran berupa: unsur 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha atau 
perusahaan, unsur kerugian yang dialami oleh konsumen dan ahli 
warisnya, dan unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan 
melawan hukum dengan adanya kerugian tersebut.30 
Didalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap 
konsumen, terdapat lima asas yang terkandung di dalamnya. 
Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama 
antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan pemerintah 
sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan konsumen.Kelima asas tersebut adalah asas 
                                                          




manfaat, asas keaddilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan 
keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum.Kelima asas itu 
mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah 
Negara republik Indonesia.Kelima asas tersebut melandasi tujuan 
dari perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam 
ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.31 Adapun 
asas-asas perlindungan konsumen yakni diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Asas Manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen 
sebesar-besarnya dan produsen dalam segala apek. 
2. Asas keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik 
bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang 
dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
3. Asas keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan 
keseimbangan atau kesetaraan posisi konsumen, produsen dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 
                                                          
31Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004),25. 
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4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat 
dimaksudkan untuk melindungi keselamatan konsumen 
sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam 
mengkonsumsi produk tersebut. 
5. Asas kepastian hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan 
supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang 
sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen.32 
Kelima asas tersebut apabila diperhatikan substansinya, 
maka dapat dibagi menjadi tiga asas33 diantaranya yaitu : 
1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan 
dan keselamatan konsumen. 
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan. 
3. Asas kepastian hukum. 
b. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Pada dasarnya jika berbicara soal hak dan kewajiban, maka 
kita harus kembali kepada undang-undang dalam hukum perdata, 
selain di bentuk oleh undang-undang, juga dapat dilahirkan perjanjian 
antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu dengan yang 
lainnya. Baik itu perjanjian yang dibuat dan di sepakati oleh para 
pihak maupun undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-
undang, keduanya itu akan membentuk sebuah perikatan di antara dua 
                                                          
32Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen,4. 
33Sutsrmsn Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, 26. 
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belah pihak yang membuat perjanjian. Perikatan tersebut yang akan 
menentukan hak dan kewajiban yang harus di laksanakan dan apa 
yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.34 
Adapun hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam 
undang-undang perlindungan konsumen. Menurut ketentuan pasal 4 
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 
konsumen memiliki hak sebagai berikut ; 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang di janjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak deskriminatif; 
                                                          




h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.35 
Melihat dari uraian hak-hak konsumen diatas maka dapat di 
lihat bahwa kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen 
merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. 
Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa akan aman, 
nyaman, dan tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, 
maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa 
yang di kehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang 
jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, 
konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, 
perlakuan yang adil, konpensasi ganti rugi. 
Konsumen selain memperoleh hak-haknya, konsumen juga 
mempunyai kewajiban menurut pasal 5 undang-undang perlindungan 
konsumen, adapun kewajiban konsumen adalah; 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan; 
                                                          
35Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.36 
Adanya kewajiban konsumen adalah untuk memperoleh hasil 
yang optimal atas perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen 
sendiri. 
c. Hak dan kewajiban pelaku usaha 
Dalam kegiatan berbisnis juga perlu adanya hak dan kewajiban 
pelaku usaha untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para 
pelaku usaha dan juga sebagai keseimbangan atas hak-hak yang 
berikan kepada konsumen. 
Dalam undang-undang momer 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen selain diatur tentang hak  dan kewajiban 
konsumen, juga diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang 
diatur dalam pasal 6 (hak pelaku usaha) dan pasal 7 (Kewajiban pelaku 
usaha). 
Adapun hak pelaku usaha dalam pasal 6 undang-undang 
perlindungan konsumen adalah; 
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a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
lainnya.37 
Selain haknya yang telah diuraikan diatas, pelaku usaha juga 
diwajibkan untuk.38 
a. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak deskriminatif; 
                                                          
37Pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
38Pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
g. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
Dari kewajiban yang diuraikan menurut undang-undang 
perlindungan konsumen, dapat diartikan bahwa kewajiban-kewajiban 
tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang 
ditargetkan kepada pelaku usaha untuk menciptakan budaya tanggung 
jawab padda pelaku usaha terhadap konsumen. 
d. Larangan bagi pelaku usaha 
Pada dadsarnya undang-undang tidak memberikan perlakuan 
yang berbeda kepada masing-masing pelaku usaha yang 
menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut, selama para pelaku usaha 
tersebut menjalankan usahanya secara benar dan memberikan 
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informasi yang cukup relevan, dan dapat di pertanggung jawabkan, 
serta tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau 
memakai dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diberikan 
tersebut. 
Berdasarkan pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen telah diatur tentang larangan pelaku 
usaha, meliputi; 
a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang: 
1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
2. Tidak sesuai ddengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 
label atau etiket barang tersebut; 
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran,  timbangan dan jumlah 
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 




6. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, 
iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
 
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; 
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dadlam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Atau bekas, dan tercemar 
tanpa memberikan informasi. 
b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi an 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 
c. Pelaku usaha yang melakuakan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilarang meemperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta 




3. Tinjauan Transaksi Elektronik (Jual Beli Online) Menurut Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah  
A. Konsep jual beli dalam Islam   
a. Pengertian Jual beli  
Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-
berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang 
lain.39 Kata al- k 
40 
Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling 
mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, 
dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan harga barang yang 
dijual.41 
Menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta tertentu 
dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, 
dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik 
lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.42 Menurut Pasal 
20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah jual 
beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan 
uang.43 
                                                          
39Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111. 
40M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), 113. 
41DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. Ke-3, 478. 
42Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Nanda Cipta Raya, 2006), Cet. Ke-3 jilid 4, 120. 
43 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 2 
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b. Hukum Jual Beli 
Jual beli diperbolehkan berdasarkan dasar firman Allah 
hkannya 
jual beli antara lain:  
1) Al-  
Al- an sebagai sumber utama rukun islam 
memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna 
memenuhi hidup orang islam. Hal ini dapat dilihat dalam 
firman Allah Swt. dalam QS.  an-  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. 
Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
44 
 
Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah 
cara yang diberikan Allah Swt. kepada seluruh umat untuk 
mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama 
dalah kerelaan atau dasar suka sama suka.  
Mengenai jual beli juga ditegaskan Allah dalam surat 
Al-baqarah (2) : 275 
                                                          





Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. 
menghalalhan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga 
dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan memenuhi 
peraturan-peraturan yang telah di tetapkan dalam islam. Bahwa 
jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah 
disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam 
islam yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah 
boleh. Kebolehannya jual beli yaitu untuk menghindarkan 
 
2) As-Sunnah  
Dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi 
Muhammad Saw. 
ah bin Rafi r.a bahwasannya Nabi Saw, 
ditanya : pencarian apakah yang paling baik?  Beliau 
menjawab: ialah orang yang bekerja dengan 
tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. 
Al-Bazzar). 46 
 
 Hadis diatas menjelaskan Bai Ummabrur jual beli yang 
benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat serta 
                                                          
45Departemen Agama RI, Mushafal Al-
Peneyelenggara Penerjemah Al- , (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar), 69. 
46Ibnu Hajar Al-As-qalany, Bulughul Maram, Juz III Nur Amaliyah, Semarang, 1958, 4. 
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tidak memenuhi unsur kecurangan, penipuan, saling 
menjatuhkan dan riba. 
3)  
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan 
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi 
kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, 
bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, 
harus diganti dengan barang yang lain. 
c. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Menurut mayoritas ulama, menetapkan rukun jual beli 
yaitu:47 
1) Aqid (orang yang berakad), yakni penjual dan pembeli 
2) (harga atau nilai tukar pengganti barang dan 
barang yang dibeli) 
3) Sighat (lafadz ijab dan qabul) 
Menurut mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual 
beli sesuai dengan rukun jual beli di atas yakni: 
1) Syarat orang yang berakad  
a) Berakal dan mumayyiz; tidak sah jual beli yang dilakukan 
oleh orang gila, anak kecil dan bodoh 
b) Berjumlah lebih dari dua orang  
 
                                                          
47 Isnawati Rais dkk, Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS (Ciputat: Lembaga Penelitian 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 68-69 
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2) Syarat   
1) Barang yang dijual diketahui dengan jelas  
2) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau 
bermanfaat  
3) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual  
4) Barang yang dijual dapat diserahterimakan 
3) Syarat sighat 
a) Kecakapan; kedua belah pihak harus orang yang cakap 
dalam melakukan transaksi. 
b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 
c) Dilakukan satu tempat. 
d. Macam-macam jual beli 
1) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi: 
a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada 
waktu akad, barangnya ada dihadapan penjual dan pembeli. 
b) Jual beli salam, atau juga bisa disebut dengan pesanan. 
Dalam jual beli ini harus harus disebutkan sifat-sifat barang 
dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung. 
c) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang 
yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat. 
2) Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli: 
a) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau 
perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat. 
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b) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat 
menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, 
tidak dalam satu majlis akad dan ini dibolehkan menurut 
 
c) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan 
memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seorang 
mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label 
dilarang karena ijab qabul adalah rukun dan syarat jual 
beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti imam 
nawawi membolehkannya. 
3) Ditinjau dari segi hukumnya 
Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada 
pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan 
diatas. Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya 
menjadi dua: 
a) Shahih yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi 
asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli sahih 
adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada 
rukunnya maupun syaratnya.  
b) Ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama 
beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya 
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(rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli 
fasid. 
4) Jual beli yang dilarang 
Jual beli juga ada yang dilarang untuk dilakukan karena 
beberapa sebab sebagai berikut: 
a. Jual beli ketika panggilan adzan 
Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk 
terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman 
 
-orang yang beriman, apabila diseru 
untuk menunaikan sholat pada hari Ju
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik 
- 48 
 
b. Jual beli untuk kejahatan 
Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat 
membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan 
kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh 
menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamar 
karena hal tersebut akan membantu terwujudnya 
permusuhan. 
                                                          
48Departemen Agama Republik Indonesia, Al- , Surah Al-Jumuah Jus 
28 Ayat 9, 933. 
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c. Jual beli gharar 
Definisi gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui 
bahaya dikemudian hari, dari barang barang yang tidak 
diketahui hakikatnya. Jual beli gharar adalah jual beli yang 
mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik 
dari ketidakjelasan dalam objek jual beli atau 
ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak 
dibolehkannya jual beli gharar yaitu hadis Nabi dari Abu 
Hurairah menurut riwayat Muslim: 
 
 
wasallam melarang jual beli dengan cara 
melempar kerikil dan jual beli yang 
 
 
d. Perdagangan yang menipu 
Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, 
untuk itu islam sangat menuntut suatu perdagangan yang 
dilakukan secara jujur dan amanah. Seperti Hadis Riwayat 





Termasuk dalam kategori menipu dalam 
perdagangan adalah Ghisyah, yaitu menyembunyikan cacat 
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barang yang dijual, dapat pula dikategorikan sebagai 
ghisyah adalah mencampurkan barang-barang jelek 
kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga 
pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui 
secara tepat kualitas dari suatu barang yang 
diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan 
mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang 
jelek. 
B. Konsep Khiyar49 
a. Pengertian Khiyar  
Khiyar dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan hak pilih 
bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan 
akad jual beli yang dilakukannya. Khiyar disyariatkan bertujuan 
untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua 
pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi 
menimpa salah satu pihak yang berakad. 
b. Bentuk-bentuk Khiyar  
Bentuk-bentuk khiyar menurut Kompilasi Hukum 




                                                          
49 Pusat Pengkajian Hukum dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
(Jakarta: Kencana, 2009), 15. 
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1) Khiyar Syarth 
Menurut KHES khiyar syarth, dijelaskan dalam 
beberapa pasal- pasal, yaitu: Pasal 271 menyebutkan bahwa 
khiyar syarth adalah untuk mempertimbangkan secara matang 
dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli 
yang dilakukannya. Pasal 272 menyebutkan bahwa masa dan 
hak khiyarnya adalah apabila masa khiyar telah lewat 
sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak 
menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, 
akad jual beli berlaku sempurna. 
2) Khiyar Naqdi  
Menurut KHES khiyar naqdi adalah pasal 275 
menyebutkan bahwa khiyar naqdi adalah penjual dan pembeli 
dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan; 
jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika 
pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu 
yang dijanjikan; jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) 
batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar 
sebelum melakukan pembayaran. 
3) Khiyar  
Menurut KHES  dijelaskan dalam 
beberapa pasal yaitu: 
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Pasal 276 menyebutkan bahwa  adalah 
Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya; 
pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual 
beli benda yang telah diperiksanya;  Pembeli  berhak  untuk  
meneruskan  atau  membatalkan akad jual beli jika benda 
yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh; Hak  untuk  
memeriksa  benda  yang  akan  dibeli,  dapat  diwakilkan 
kepada pihak lain. 
Pasal 277 menyebutkan bahwa pembeli berhak 
memeriksa barang yang dibeli adalah Pembeli benda yang 
termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau 
sebagiannya saja; pembeli benda bergerak yang ragam 
jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut. 
Pasal 278 menyebutkan  mengenai pembeli buta  dalam  
 adalah Pembeli yang buta boleh melakukan jual 
beli dengan hak yah melalui  media;  Pemeriksaan  benda  
yang  akan  dibeli  oleh pembeli yang buta dapat dilakukan 
secara langsung atau oleh wakilnya; Pembeli  yang  buta  
kehilangan  hak  pilihnya  jika  benda  yang  dibeli sudah 






4) Khiyar  
Menurut KHES khiyar  yaitu pasal 272 
menyebutkan bahwa benda yang diperjualbelikan harus 
terbebas dari , kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 
280 menyebutkan bahwa adanya hak pembeli kepada penjual 
dalam khiyar  adalah pembeli berhak meneruskan dan 
membatalkan akad jual beli yang obyeknya  tanpa 
penjelasan dari pihak penjual.  
Pasal  281  menyebutkan  benda  yang  
menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak 
pembeli diselesaikan oleh Pengadilan;  benda  diperiksa  
dan  ditetapkan  oleh  ahli  dan  atau lembaga   yang   
berwenang;   Penjual   wajib   mengembalikan   uang 
pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan  karena 
kelalaian penjual; Pengadilan berhak menolak tuntutan 
pembatalan jual beli dari pembeli apabila  benda terjadi 
karena kelalaian pembeli. 
Pasal 282 menyebutkan bahwa pengadilan berhak 
menetapkan dalam khiyar  adalah Pengadilan berhak 
menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda 





5) Khiyar Ghabn dan Khiyar Taghrib 
Menurut KHES khiyar ghabn dan khiyar taghrib 
dijelaskan dalam beberapa pasal yaitu pasal 287 menyebutkan 
bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan 
akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai 
kualitas benda yang dijualnya. Pasal 228 menyebutkan bahwa 
pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan 
barang yang sesuai dengan keterangannya; pembeli dapat 
mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi 
keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai 
dengan keterangannya atau didenda. 
Pasal 289 menyebutkan bahwa hak menuntut karena 
salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) 
pasal 288 dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya; pambeli 
kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) 
dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya 
secara sempurna. Pasal 291 menyebutkan jual beli tidak sah 
dengan keterangan yang tidak disengaja adalah pembelian 
benda yang haram diperjualbelikan; tidak sah. Pembeli benda 
yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak 
sengaja; adalah sah; pembeli dalam akad yang diatur pada ayat 




4. Tinjauan tentang perjanjian jual beli  
Dalam pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian, 
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
suatu kebendaan, dan pihak yang lain untu membayar harga yang telah 
dijanjikan. Pengertian tersebut diperjelas dengan pasal 1458 KUHPerdata 
yang menjelaskan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua 
belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang 
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 
diserahkan, maupun harganya belum dibayar. 
a. Pengertian perjanjian 
Perjanjian merupakan sumber hukum dalam kegiatan bisnis dan 
perdagangan.Oleh karena pada dasarnya mereka bekerja bukan karena 
melaksanakan undang-undang melainakan melaksanakan perjanjian. 
Akan tetapi kebebasan membuat perjanjian ini tidak bias dilakukan 
dengan sebebas-bebasnya karena kebebasan ini di batasi oleh ketertiban 
umum yang dibangun untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang 
lebih luas.50 
Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari 
rumusan pasal tersebut bahwa perjanjian menggambarkan adanya dua 
pihak yang saling mengikatkan diri. 




Pada dasarnya perjanjian adalah suatu hubungan hukum dan dua 
perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerima 
oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk 
menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak51. 
Menurut Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum 
dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 
mengikatkan terhadap satu orang atau lebih. 
Dari pengertian diatas, seorang ahli juga menyebutkan bahwa 
perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya atau saling mengikatan dirinya terhadap satu 
orang atau lebih. 
b. Syarat sah perjanjian 
Syarat sah perjanjian adalah syarat untuk sahnya suatu 
perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum. Tidak terpenuhinya salah 
satu syarat perjanjian, maka akan membuat perjanjian itu tidak sah. 
Menurut pasal 1320 KUHPerdata di sebutkan ada 4 Syarat sahnya 
perjanjian, yaitu; 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu pokok persoalan tertentu; 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 
                                                          
51Osgar S. Matampo, Pengantar Hukum Perdata, (Malang: Setara Press, 2017), 107. 
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Keempat syarat tersebut, doktrin ilmu hukum yang berkembang, 
digolongkan kedalam dua 2 golongan, yaitu; 
1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang 
mengadakan perjanjian (Subyektif), dan 
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek 
perjanjian (Objektif).52 
Syarat adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek 
perjanjian.Apabila yang menyangkut padda subyek ini tidak terpenuhi, 
maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut 
dibatalkan.Sedangkan syarat obyektif, adalah syarat yang menyangkut 
pada obyek perjanjian yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab 
yang halal.Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian 
tersebut batal demi hukum. 
c. Asas-asas perjanjian 
Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas 
dalam suatu perjanjian memberikan sebuah gambaran mengenai latar 
belakang cara berfikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam 
hukum perjanjian dikenal atau terdapat beberapa asass yaitu.53 
1. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak menurut pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
                                                          
52Ibid., 108. 
53Mariam Darus Badrulzaman, U.H. Perdata Buku III (Hukun Perikatan dengan Penjelasan) 
(Bandung: Alunmi, 1996), 113-115. 
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2. Asas konsuensualisme 
Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 
KUHPerdata.Dalam pasal 1320 KUHPerdata penyebutnya tegas 
sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerdata ditemukan dalam istilah 
kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik 
untuk menciptakan perjanjian.Asas ini erat hubungannya dengan 
asas kebebasan mengadakan perjanjian. 
3. Asas kepastian hukum  
Asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan 
dengan akibat perjanjian, dalam hal ini pihak ketiga harus 
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. 
4.  
Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) 
KUHPer yan
baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya. 
5. Asas kepribadian 
Asas kepribadian merupakan asass yang menentukan bahwa 
seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya 






A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian 
yang dipilih.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui secara kompleks dari obyek yang 
diteliti.Mengetahui hal-hal mendalam dengan menggambarkan secara 
sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan dan disajikan dengan bentuk 
deskripsi.Jadi penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian untuk 
menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati serta diinterpretasikan secara tepat. 
Menurut Nawawi pendekatan kualitatif adalah sebagai rangkaian 
kegiatan proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam 
kehidupan suatu objek dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik 
dari sudut pandang teoritis maupun praktis.54Penelitian kualitatif dimulai 
dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk 
dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat 
manusia. 
Sedangkan menurut Bogdan and Tailor definisi metodologi kualitatif 
adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat 
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diamati.55Peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang 
terjadi secara ilmiah dengan menggambarkannya secara rinci semua kegiatan 
yang dilakukan.Selain itu penulis juga menggunakan penelitian lapangan 
yang diperlukan untuk mendapatkan data-data. 
Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan 
(field resech) yakni penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan dengan 
jenis studi kasus yaitu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, 
mengambil data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus 
tersebut. 
B. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak di 
lakukan56. Adapun lokasi penelitian yang berjudul perlindungan konsumen 
dalam transaksi elektronik ditinjau dari undang-undang nomer 8 tahun 1999 
dan kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Patemon Kecamatan 
Bungatan Kabupaten Sittubondo. Lokasi penelitian ini yang dipilih yaitu 
Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 
C. Subyek Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian adalah benda atau hal 
atau orang tempat data variable penelitian melekat dan yang di 
permasalahkan.Subjek penelitian sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu subjek 
primer dan subjek sekunder.Subjek primer adalah mereka yang tergolong 
sebagai pelaku utama yang di jadikan penelitian.Sementara subjek sekunder 
                                                          
55Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3. 
56Tim Penyusun,.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 46. 
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adalah mereka yang hanya sebagai pelaku pendukung terhadap pelaku utama 
yang diteliti.57 
Dalam penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, 
melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang 
tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang 
diwawancarai dilakukan secara purposive sampling.Yaitu teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.pertimbangan tertentu ini, 
misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 
harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 
peneliti menjelajahi obyek/situasi social yang diteliti. 
Penelitian ini menggunakan metode key informan. Peneliti akan 
mencari data kepadad pihak-ihak yang dianggap paling tahu mengenai data 
yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian inidibagi dua yaitu: 
1. Sumber data primer 
Sumber data primer ini merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan 
oleh peneliti.Penelitian ini memiliki subjek penelitian yaitu konsumen 
yang sering melakukan transaksi online yang keterangannya adalah 
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2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa data 
rujukan yang berkaitan dengan judul seperti, buku, majalah, jurnal, 
artikel, undang-undang, dll. 
D. Teknik pengumpulan data 
Penelitian ini menggunakan tekik pengumpulan data menggunakan 
studi pustaka dan studi lapangan studi pustaka yakni dengan mengumpulkan 
teori dan sumber hukum yang akan digunakan untuk menganalisis hasil dari 
observasi lapangan. Sedangkan studi lapangan yang dilakukan terdiri dari tiga 
tahapan yaitu: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan 
cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara 
(Interview) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang 
diwawancarai (Interview) yang menjawab pertanyaan itu.58 Dalam 
penelitian ini yang akan dimintai keterangan untuk diwawancarai yaitu 
masyarakat desa patemon yang sering melakukan transaksi elektronik. 
2. Observasi 
Observasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan 
untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya kegiatan yang dapat 
diamati secara langsung. Observasi memungkinkan bagi peneliti untuk 
mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam wawancara.Sehingga 
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observasi sangat efektif untuk dilakukan mencari data yang lebih banyak 
lagi. Dalam penelitian ini maka observasi dilakukan dengan melihat 
kondisi sosial dan lingkungan yang ditimbulkan di Desa Patemon . 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan 
permasalahan penelitian. Menurut Guba dan Lincoln, dokumen dapat 
berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen dan rapat 
sebagainya.59Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan adalah bukti-
bukti transaksi yang dilakukan. 
E. Analisis data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak belum 
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 
Proses analisis data dapat dilakukan dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari beberapa sumber, dari wawancara, pengamatan, yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 
gambar, foto, dan sebagainya.60Untuk menganalisis data yang dikembangkan 
oleh Miles and Huberman.Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.Dalam 
model analisis yang dikembangkan oleh Miles and Huberman ini terdapat tiga 
langkah analisis data, yaitu data reduction (reduksi data), Display Data 
(penyajian data), conclusion (kesimpulan). 
                                                          
59Ibid,.86. 
60Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jember: Stain Press, 2013), 208 
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1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum 
melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan 
teori berdasarkan yang ia gunakan. 
Metode pengumpulan data adalah tekhnik atau cara yang 
dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data 
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 
mencapai tujuan penelitian. 
2. Reduksi data (data reduction) 
Langkah awal adalah reduksi data. Menurut Miles and Huberman, 
reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian 
pada penyederhanaan.61Reduksi data juga dapat diartikan merangkum, 
memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari 
pola dan temanya.Pada kegiatan ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, dan membuang hal yang tidak perlu dari data-data yang telah 
diperoleh dari lapangan.Data yang telah dipilih-pilih akan memberikan 
gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk 
mendapatkan data selanjutnya. Langkah ini berlangsung selama proses 
penelitian, yaitu mulai dari awal hingga laporanpenelitian tersusun.  
 
 
                                                          
61Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian 
(Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010), 199.  
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3. Penyajian data (Display Data) 
Data yang kedua adalah penyajian data (Display data).Setelah 
reduksi data maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.Dalam 
langkah ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori.Data yang peneliti sajikan adalah data yang 
berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga data tersebut dapat 
disajikan. 
4. Kesimpulan (Conclusion)  
Langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan (conclusion) dan 
verifikasi data. Pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari data 
yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya. Kemudian 
peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok tersebut untuk 
kemudian dicocokkan dengan teori yang ada. Kesimpulan dalam 
penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 
sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi/ gambaran 
suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap 
sehingga setelah diteliti menjadi terang dan jelas. 
F. Keabsahan Data 
Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk 
menetapkan keabsahan data. Hasil penelitian tentu harus 
dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, untuk itu diperlukannya 
pengecekan keabsahan data dengan tujuannya adalah untuk membuktikan 
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bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya 
di lapangan. 
Pada bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak 
dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan 
dilapangan, agar memperoleh data yang absah, maka perlu diteliti 
kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data. 
Kredibilitas data dalam sebuah penelitian sangatlah penting, dan dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah tekhnik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar 
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 
tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, 
yakni pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 
diperoleh melalui beberapa sumber.62 
G. Tahap-Tahap Penelitian 
Tahap-tahap merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan 
desain, penelitian sebenarnya sampai penulisan laporan. 
1. Tahap pra lapangan 
Tahap penelitian lapangam terdapat enam tahapan. Adapun nam 
tahapan penelitian tersebut ialah: 
a. Penyusunan perancangan penelitian 
b. Memilih lapangan penelitian  
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c. Menentukan fokus penelitian 
d. Konsultasi fokus penelitian 
e. Terjun langsung ke lokasi penelitian 
f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 
2. Tahap lapangan 
Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke 
lokasi penelitian mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri 
b. Memasuki lokasi lapangan 
c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dngan fokus penelitian  
d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah 
ditetapkan. 
3. Tahap akhir penelitian lapangan  
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada 
tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan 
menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 
karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang 
maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertangungjawabkan di 
depan penguji yang kemudian di gandakan untuk diserahkan kepada 
pihak yang terkait. 
a. Penarikan kesimpulan 
b. Menyusun data yang telah ditetapkan 
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c. Kritik dan saran 
4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan: 
a. Penyusunan hasil penelitian. 
b. Konsultasi hasil penelitian. 
c. Perbaikan hasil konsultasi. 
d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian. 






PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 
 
A. Gambaran Objek Penelitian 
Desa Patemon merupakan salah satu desa yang terletak di perbukitan 
yang berada di Kecamatan Bungatan, kabupaten Situbondo dengan berbagai 
keindahan alam yang indah.Desa Patemon juga mempunyai kekayaan sumber 
daya alam yang melimpah seperti Pohon Aren, Pisang, Jagung, Padi, dan 
kacang yang mengakibatkan sebagian besar penduduk Desa Patemon bermata 
pencaharian sebagai petani.Selain itu mata pencaharian masyarakat Desa 
Patemon yaitu sebagai Wirausaha, Pedagang, dan peternak. 
Desa Patemon, Kecamatan Bungatan Kabupaten jember ini memiliki 
luas wilayah administrative 923,23 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai 
berikut : 
a. Sebelah Utara  : Desa Pasir Putih 
b. Sebelah Timur  : Desa Kukusan 
c. Sebelah Selatan : Desa Campoan 
d. Sebelah barat  : Desa Sumber Tengah 
Desa Patemon adalah sebuah daerah yang terletak di atas dataran 
rendah dengan suhu rata-rata 5 C dengan ketinggian 400 M dari permukaan 
laut.Ditinjau secara klimatologis Desa Patemon merupakan daerah iklim tropis 
yang memiliki curah hujan sedang. 
Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Patemon 





memahami klasifikasi penduduk Desa Patemon, kami akan menggambarkan 
dalam bentuk tabel dibawah ini. 
No Uraian Keterangan 
1 Laki-laki 1.171 
2 Perempuan 1.233 
3 Jiwa 2.404 
 
B. Penyajian Data dan Analisis Data 
1. Perilaku Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Yang 
Terjadi Di Masyarakat Desa Patemon Kecamatan Bungatan 
Kabupaten Situbondo  
Dari hasil penelitian di lapangan metode penelitian yang digunakan 
untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan catatan lapangan 
sebagai pendukung dalam penelitian ini maka diperoleh data-data yang 
berkaitan dengan polemik Perlindungan dalam Transaksi Elektronik 
melalui media sosial di masyarakat desa patemon kecamatan Bungatan 
Kabupaten Situbondo. 
Perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik yang 
terjadi di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, kabupaten Situbondo ini 
merupakan sebuah perilaku yang mana pelaku Usaha menawarkan barang 
lewat media social dengan memasang gambar yang akan dijualnya dengan 
kualitas yang bagus saat dilihat di media social. Namun ketika barang 
tersebut sampai pada tangan konsumen barang tersebut tidak sesuai dengan 





Polemik ini seakan sudah dianggap lumrah oleh masyarakat di Desa 
Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dalam mengikuti 
perkembangan zaman yang serba elektronik seperti sekarang. Polemik yang 
terjadi di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten situbondo ini 
misalnya seorang konsumen akaan membeli baju di olshop media social 
facebook dengan ukuran baju L merek Nevada warna merah dengan harga 
Rp.87.000 sesuai dengan yang di posting dalam akun olshop pelaku usaha 
tersebut. Kemudian setelah transaksi elektronik tersebut dilakukan maka 
barang yang dikirim oleh pelaku usaha ke konsumen tersebut tidak sesuai 
dengan apa yang pelaku usaha posting dalam akun media sosialnya seperti 
baju tersebut adalah Nevada yang KW dan ukuran yang beda. Hal seperti 
itu biasanya sering dialami oleh masyarakat Desa Patemon, Kecamatan 
Bungatan, Kabupaten Situbondo yang baru mengenal dunia elektronik 
seperti Handpone android. 
Berbicara mengenai Polemik Transaksi Elektronik melalui media 
social di Desa Patemon Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo ini, 
maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah 
data hasil wawancara dan observasi Ibu Endang yang merupakan salah satu 
konsumen tersebut beliau mengatakan bahwa : 
biasa membeli barang atau makanan melalui handphone katanya 
lewat media sosial facebook, akhirnya saya penasaran lihat-lihat 
barang yang diperjualbelikan di media sosial facebook. Saya 
menemukan sebuah barang berupa Baju di sebuah akun yang 
bernama ulshop yang harganya sangat murah ketimbang yang ada di 
took-toko. Baju tersebut lalu saya menghubungi orang yang punya 





yang lain. Saya memesan baju kaos dengan panjang dengan ukuran 
M dan warna biru putih dengan model yang sesuai di paparkan 
dalam akunnya seharga RP.35.000.setelah perjanjian pembelian itu 
selesai, saya langsung membayar dengan minta tolong tetangga 
untuk mentrasfer uang kepada penjual itu dan akhirnya si penjual 
tersebut mengirim baju itu ke alamat saya. Setelah sampai pada saya 
barang itu saya lihat tidak sesuai dengan apa yang ada di akun 
facebooknya, ternyata kainnya tipis dan ukuran bajunya salah .63 
 
Hal tersebut juga di alami oleh bapak Sugeng sukrisno yang 
merupakan konsumen juga beliau mengatakkan : 
ngopi di warung kopi bersama tetangga saya, lalu tetangga saya 
yang bernama irfan memberi tahu kalau ada jaket bagus dan murah 
di facebook, akhirnya saya melihat gambar jaket tersebut di 
facebooknya irfan itu, lalu saya menyuruh irfan untuk menanyakan 
barangnya , katanya jaket itu memang terbuat dari bahan yang bagus 
dan hanya tersisa 2 buah jaket, harga jaket tersebut adalah 
Rp.11.0000. warnanya abu-abu dan daket model jaket gunung da 
juga menyuruh untuk memesan jaket tersebut kepada irfan. Setelah 
saya mengirim alamat saya dan mengirim uang kepada penjual itu, 
jaketpun dikirim.Dan ternyata jaket itu berbeda dangan yang di 
gambar.Ternyata jaket itu polos tidak ada tulisan sedikitpun.Ketika 
saya komplen kepada penjual tersebut, penjual itu hanya minta maaf 
dan tidak bertanggung jaw 64 
 
Salah satu polemik transaksi elektronik juga di alami oleh konsumen 
yang bernama bapak Halisun, beliau mengatakan bahwa: 
melle tas e online shoppy berna celleng pas e neng talena tas roa 
bede gemberre begus, saleretan tassa bede 2 mun se egemberre 
.mun ngabes gemberre tassa ye tak nyangka jek mude, bisan la 
ekerem ka engkok pas bide bik gemberre se promoagi. Bidena ye 
saleretanna gun setong, neng talena tassa ye tadek gemberre, duh 
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saya sering kalau hanya beli barang di online dik ya kadang 
memang barang yang dikirim sering tidak sesuai dengan gambar 
yang dipesan. Kemaren saya beli tas di online shoppy warna hitam 
dan di tali tasnya itu ada gambar bagus, seleting tasnya ada dua 
kalau di lihat dari gambarnya. Kalau liat gambarnya tas itu ya tidak 
akan menyangka kalau tas itu murah, ketika dikirim ke saya 
ternyata beda sama gambar yang ada di promo itu. Bedanya ya 
seletingnya itu hanya terdapat satu dan di talinya tas itu tidak ada 
gambarnya. Ya mau gimana lagi karna melihat harganya yang 
murah, saya anggap itu wajar dan yang mau menggugat tidak 
sebanding dengan biayanya. 
 
Kalau dilihat dari penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan 
bahwa memang beberapa pelaku usaha memanfaatkan adanya transaksi 
elektronik untuk mencari keuntungan yang besar dengan kualitas barang 
yang tidak sesuai dengan sewajarnya.Sehingga pemasangan iklan di media 
sosial menjadi salah satu aset bagi pelaku usaha untuk mengambil 
keuntungan yang besar dari usahanya. 
Kalau dari penjelasan informan diatas yang melakukan transaksi 
elektronik di media sosial mereka tetap mendapatkan barang tersebut hanya 
saja barang itu tidak sesuai dengan apa yang di lihatnya di media sosial 
tersebut. Disisi lain ada juga konsumen yang melakukan pembelian melalui 
transaksi elektronik di media sosial namun tidak mendapatkan barang yang 
di belinya seperti yang telah di alami oleh salah satu konsumen bernama 
fadol, saudara fadol menjelaskan bahwa : 
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waktu itu saya membeli sebuah camera digital seharga Rp.1.500.000 
awalnya saya menghubungi pemilik akun yang menjual camera itu, 
katanya dia harus melakukan pembayaran terlebih dahulu baru 
camera akan dikirim. Saya sebenarnya sudah sedikit curiga awalnya 
dengan hal ini, namun si pelaku usaha tersebut terus mengirimkan 
foto camera yang sudah di bungkus siap kirim. Ahirnya saya 
percaya dan mengirimkan separuh dari harga yang telah disepakti 
sama dia, setelah beberapa hari saya tunggu ternyata barang tidak 
sampek ke saya sehingga saya mencoba menguhubungi pelaku 
usaha itu lewat telfon dan nomernya sudah tidak aktif termasuk 
akun media sosial facebooknya sudah tidak aktif juga. Disini saya 
juga bingung mau menggugat pelaku usaha itu dengan cara 
bagaimana ahirnya saya ya pasrah saja dan hanya menjadikan 
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Polemik seperti di atas juga di alami oleh bapak Mudhar yang 
melakukan transaksi jual beli hp di media sosial, beliau menjelaskan 
bahwa: 
engkok bilen melleagi hpna kakakna e facebook cong polana can 
oreng mun e facebbok roa mudeh . mangkana engkok langsung 
melle hp xiomi 4X cong. Reggena Rp.1.100.000 . can orengga se 
ajuel kothu majer DP gellu buru berengnga langsung bisa ekerem 
can cong, ye langsung engkok neransfer ka oreng jeria. Pas bit abit 
berengnga paggun tadek depak ka bengko sampek 2 minggu engkok 
adentek ye paggun tadek. E hubungi ye la tak bisa cong. Jek 
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HPnya kakaknya di facebook karna kata 
orang kalau di facebook itu murah. Mangkanya saya langsung beli 
hp xiomi 4X dengan harga Rp.1.100.000 kata orangnya yang jual itu 
harus bayar DP dulu kalau mau barangnya dikirim, akhirnya saya 
langsung transfer ke penjual itu. Setelah lama saya kirim ternyata 
barang itu tetap tidak sampai ke rumah sampek 2 minggu saya 
tunggu tetap saja tidak dikirim barang itu, setelah di hubungi 
ternyata suddah tidak bisa.Ya namanya juga orang awam nak, tidak 
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Dari penelitian inilah peneliti dapat mengetahui polemik transaksi 
elektronik yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten 
Situbondo ini terjadi karena kurangnya kesiapan pengalaman masyarakat 
dalam mengikuti perkembangan zaman yang serba elektronik seperti saat 
ini.Sifat rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang membuat mereka juga 
mencoba hal-hal yang baru meskipun belum tau konsekuensi yang akan di 
alami dari apa yang mereka lakukan. 
Meskipun sering kali polemik transaksi elektronik terjadi di desa 
patemon, masyarakat menganggap polemik tersebut adalah hal yang wajar 
tanpa ada rasa keinginan untuk membawa polemik tersebut ke jalur hukum. 
Menurut pendapat mereka kalau polemik ini di bawa ke jalur hukum ujung-
ujungnya  tetap mereka yang akan kalah dan itu hanya akan menambah 
pengeluaran terhadap mereka, karna pandangan mereka adalah hukum akan 
selalu berpihak pada mereka yang kaya. 
Berbeda polemic dengan para informan di atas.Polemic kali ini juga 
di alami oleh salah satu pemuda di Patemon Kecamatan Bungatan 
Kabupaten Situbondo yang bernama Mohammad Hidar.Dia adalah siswa 
SMP yang masih berumur 16 Tahun.Dia mengatakan. 
di MA Assidiqy, saya juga sering melakukan transaksi elektronik 
melalui media social di HP saya, sejak mengenal transaksi 
elektronik saya jarang membeli barang-barang secara 
ofline.Beberapa barang yang telah yang saya beli berupa Baju, 
Sandal dan barang-barang pakian lainnya.dalam Transaksi 
elektronik saya juga sering mengalami ketidak sesuaian barang yang 





elektronik, karena bagi teman-teman saya kalau membeli via online 
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Hal tersebut juga di perjelas oleh salah satu teman Muhammad 
Hidar yang juga seumuran dengan Mohammad hidar, dia bernama Iklil 
yang juga masih masyarakat di Desa Patemon Kecamatan Bungatan 
Kabupaten Situbondo. Dia mengatakan bahwa: 
kak dan umur saya Masih 16 Tahun. 
Kalau masalah Transaksi elektronik seperti pembelian lewat online 
saya sering melakukan.Malah hampir setiap Transaksi saya melalui 
elektronik, kecuali transaksi seperti pembelian makanan.Saya 
melakukan Transaksi melalui elektronik itu adalah salah satu bentuk 
dalam mengikuti perkembangan zaman kak.Dan juga sering 
mengalami ketidak puasan dalam menerima barang yang telah saya 
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Adapun pendapat dari salah satu sarjana muda di Desa Patemon 
KEcamatan Bungatan Kabupaten Situbondo di kemukakan oleh Ushuluroyi 
S.H.: 
-masing 
termasuk aturan yang menyangkut perlindungan konsumen juga 
sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang perlindungan 
konsumen. jika di lihat dari undang-undang perlindungan 
konsumendi Desa Patemon Kecamatan Bungatan ini kewajibannya 
dari konsumen sudah terpenuhi, yang mana dalam melakukan 
Transaksi tersebut terdapat kewajiban seperti yang sudah di tetapkan 
dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 5.Hanya saja 
di dalam sistemnya seorang pelaku usaha tidak memenuhi Haknya 
konsumen seperti yang telah di atur dalam pasal 4 uu Perlindungan 
konsumen.dan masyarakat tetap menganggap hal itu adalah hal yang 
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Menurut informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika 
dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen pasal 5 konsumen di 
Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dalam 
melakukan transaksi elektronik sudah memenuhi kewajibannya menurut 
pasal 5.Hanya saja hak konsumen tidak terpenuhi akibat perbuatan dari 
pelaku usaha yang tidak memberikan hak dari konsumen sesuai dengan 
peraturan dari undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 4 
tersebut. 
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Desa 
Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo  
Transaksi elektronik seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di 
Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo yang 
sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan 
tatap muka kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi 
jual beli melalui internet atau transaksi elektronik. Meskipun demikian, 
pemanfaatan teknologi internet untuk melakukan transaksi online 
mempunyai dampak negatif pada konsumen mengingat pembelian melalui 
transaksi elektronik melalui media sosial dilakukan oleh pelaku usaha dan 
konsumen yang tidak bertatap muka secara langsung dengan kata lain 
transaksi elektronik dilakukan atas rasa kepercayaan dari para pihak. 
Permasalahan yang dapat terjadi pada transaksi tersebut antara lain, bahwa 





pelaku usaha, misalnya barang yang telah dipesan dan dibayar oleh 
konsumen tidak dikirim, atau bahkan barang yang telah sampai pada 
konsumen tidak seperti apa yang sesuai dengan gambar, dan waktu 
pengiriman barang juga tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, 
dan dalam proses pengiriman barang juga terjadi kerusakan.  
Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlidungan bagi 
konsumen.Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen juga berkaitan dengan Transaksi elektronik, karena dalam 
undang-undang tersebut ada aturan yang mengatur tentang hak-hak 
konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen adalah yang mengatur tentang aturan-aturan dalam melakukan 
transaksi yang di dalamnya juga tertera hak dan kewajiban konsumen dan 
pelaku usaha termasuk aturan tentang perlindungan hukum bagi konsumen. 
Dari pernyataan di atas kita ketahui bahwa pelaksanaan transaksi 
elektronik hak konsumen harus diperhatikan lebih. Terkait dengan hak 
konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen adalah : 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 





3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
Menurut analisis peneliti di lapangan, dalam tinjauan undang-
undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dalam 
transaksi elektronik di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten 
Situbondo tidak sesuai dengan hak-hak konsumen yang terdapat dalam 
Undang-undang perlindungan konsumen pada poin ke 03 tentang hak atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa. Dan juga bertentangan dengan poin ke 04 tentang hak 
untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan. Dan juga bertentangan dengan poin ke 8 yaitu Hak untuk 





dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya.  
Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan, sebagaimana yang 
dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Patemon Kecamatan 
Bungatan Kabupaten Situbondo dalam perlindungan konsumen dalam 
transaksi elektronik, setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang 
benar, jujur, jelas dari setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen 
harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan 
diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). 
Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran 
yang keliru atas produk barang dan jasa. Dan juga hak untuk didengar, hal 
ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapat informasi. Ini disebabkan 
informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak 
cukup memuaskan konsumen.Dan hak untuk mendapatkan kompensasi, 
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
Sebagai konsekuensi dari adanya hak-hak konsumen di atas, maka 
pelaku usaha dibebankan oleh kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur 
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen, yakni:  





b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
d) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
e) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian.  
Pada kenyataannya permasalahan yang terjadi pada masyarakat 
Desa Patemon banyak merugikan konsumen karena yang dilakukan oleh 
pelaku usaha tersebut dalam proses bertansaksi di media sosial pelaku 
usaha tersebut tidak sesuai dengan kewajibannya yang mana telah tertera 
pada bunyi pasal yakni tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi 
dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan  pelaku usaha diwajibkan 
memberikan informasi yang jelas dan nyata sesuai keadaan barang yang 
akan di perdagangkan terhadap konsumen, agar konsumen yang akan 
memakai barang tersebut tidak merasa dirugikan dalam memakai barang 





dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan 
Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Desa Patemon Kecamatan 
Bungatan Kabupaten Situbondo 
Saat ini, masalah ekonomi semakin berkembang, sehingga sangat 
membutuhkan peraturan khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi 
suatu masalah dalam melakukan transaksi seperti halnya dalam melakukan 
transaksi elektronik yang merupakan transaksi yang dilakukan tanpa harus 
bertatap muka antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika melakukan 
transaksi elektronik tersebut sangat membutuhkan rasa aman dan nyaman 
khususnya masyarakat di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten 
Situbondo, maka harus ada peraturan yang berguna untuk melindungi 
konsumen tersebut.  
Untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan, maka 
Islam memberikan solusi yaitu dengan adanya ganti rugi atau 
tanggungjawab dari pelaku usaha. Setiap transaksi dalam hukum Islam 
harus mampu melindungi kepentingan dan hak konsumen agar tidak 
dirugikan. Konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan 
sesuai dengan apa yang telah dipesan. Mereka harus juga diberi informasi 
bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.  Olah karena itu, 





konsumen sangat membutuhkan perlindungan dalam sebuah transaksi 
seperti halnya transaksi elektronik.  
Perlindungan konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah akad jual beli pesanan 
mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi 
akad yang sudah disepakati serta jika obyek dari barang pesanan tidak 
sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesanan dapat menggunakan hak 
pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.71 
Menurut analisis peneliti di lapangan, pada praktiknya, mayoritas 
pihak konsumen banyak dirugikan oleh pelaku usaha, seperti pada hasil 
wawancara peneliti pada  masyarakat di Desa Patemon Kecamatan 
Bungatan Kabupaten Situbondo ketika konsumen memesan suatu barang 
dengan kriteria yang telah dipesan oleh konsumen, namun ketika barang 
telah sampai pada konsumen barang tersebut tidak sesuai dengan 
spesifikasi pesanan konsumen, dan juga konsumen tidak memperoleh 
haknya yaitu konsumen tetap melanjutkan atau membatalkan pesanan 
seperti yang telah dipaparkan dalam pasal 108 KHES tersebut.  
Dari pernyataan di atas, peneliti menarik kesimpulan, konsumen 
harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli barang secara 
online agar di kemudian hari tidak merasa kecewa. Jika konsumen 
mengalami ketidaksesuaian terhadap pesanan seperti yang dijelaskan pada 
                                                          





hasil wawancara di atas, maka konsumen dapat memilih hak khiyar ghabn 
dan taghrib. 
Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 287 
menyebutkan bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan 
akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas 
benda yang dijualnya. Pasal 228 menyebutkan bahwa pembeli dapat 
menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan 
keterangannya; pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk 
menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang 
yang sesuai dengan keterangannya atau didenda. 
Pasal 289 menyebutkan bahwa hak menuntut karena salah memberi 
keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) pasal 288 dapat dilanjutkan 
oleh ahli warisnya; pambeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana 
ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang 
dibelinya secara sempurna. Pasal 291 menyebutkan jual beli tidak sah 
dengan keterangan yang tidak disengaja adalah pembelian benda yang 
haram diperjualbelikan; tidak sah. Pembeli benda yang disertai keterangan 
yang salah yang dilakukan tidak sengaja; adalah sah; pembeli dalam akad 
yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau 
meneruskan akad tersebut. 
Dari keterangan di atas, apabila dalam transaksi elektronik pihak 
pelaku usaha tidak menyediakan barang yang sesuai dengan informasi yang 





dapat menuntut penjual serta mengajukan ke pengadilan agar mengganti 
barang yang tidak sesuai dengan barang yang telah dipesan ketika barang 
datang agar si pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi kepada 
konsumen. 
Apabila ada pihak yang tidak melakukan dengan beritikad baik 
disebut ingkar janji. Dalam Pasal 36 KHES dikatakan bahwa pihak yang 
dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang 
dijanjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, 
tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan, tetapi 
terlambat, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan.  
Pelaku usaha yang menyampaikan informasi melalui iklan, gambar, 
website, toko dan brosur secara tidak benar yang dapat merugikan 
konsumen tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Karena 
iklan maupun brosur tersebut dianggap sebagai penawaran dan janji-janji 
yang bersifat perjanjian, sehingga isi dari iklan maupun brosur tersebut 
dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan 
dengan tegas. 
Jika dalam suatu transaksi elektronik ada salah satu pihak yang 
melakukan ingkar janji maka dapat dikenakan sanksi seperti pada pasal 38 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:  
a. Membayar ganti rugi 





c. Peralihan resiko 
d. Denda dan/atau 
e. Membayar biaya perkara  
Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa ketika pihak konsumen 
mengalami kerugian akibat barang tidak sesuai dengan gambar atau 
informasi yang tertera, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi maupun 
pembatalan akad. 
C. Pembahasan Temuan 
Perkembangan elektronik pada saat ini sangat pesat yang 
mengakibatkan timbulnya berbagai macam fasilitas telekomunikasi sehingga 
diharapkan masyarakat saat ini tidak ketinggalan dalam menerima perubahan 
dan perkembangan teknologi yang kian hari semakin canggih.Dengan 
perkembangan elektronik, masyarakat semakin mudah dalam mengakses 
segala jenis situs dalam sebuah gadget. Kemajuan teknologi telah memberikan 
sumber informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah di miliki 
manusia. 
Salah satu bukti dari perkembangan internet adalah dengan adanya 
transsaksi elektronik yang sering di sebut electronics commerce atau disebut e-
commerce.E-ecommerce yaitu perdagangan elektronik atau e-dagang yaitu 
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem 
elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. 
Pada kenyataannya telah terjadi banyak orang yang memanfaatkan hal 





ini banyak ketidaksesuaian mengenai penjualan dari transaksi elektronik dan 
juga banyak merugikan konsumen. 
Permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik 
melalui media sosial yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Bungatan 
Kabupaten Situbondo terdapat konsumen dimana dilakukan oleh anak yang 
notabene nya masih dibawah umur yang bila kita lihat syarat sah perjanjian 
1320 KUHPerdata: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan 
perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Kecapakan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan hukum. Orang-
orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan 
wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 
KUHPerdata disebutkan bahwa orang-orang yang tidak berwenang untuk 
melakukan perbuatan hukum yaitu: 1) Anak di bawah umur atau belum 
dewasa, 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. 
c. Suatu hal tertentu 
d. Suatu sebab yang halal 
Suatu sebab ialah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-
Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa 





tersebut masih di bawah umur yang berarti tidak memiliki kecakapan 
dalammelakukan perjanjian jual beli. Ini membuktikan bahwa transaksi 
elektronik selain adanya suatu modus penipuan yang lainnya, juga masih erat 
dengan berbagai pelanggaran yang dimana membuat transaksi e-commerce ini 











Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai 
polemik perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik 
melalui media sosial di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten 
Situbondo maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya: 
1. Perilaku masyarakat dalam Transaksi Elektonik yang terjadi di Desa 
Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo yakni banyaknya 
rasa penasaran dan rasa gengsi oleh masyarakat Desa Patemon sehingga 
harus mengikuti perkembangan zaman ke dunia digital seperti saat ini. 
Akibat dari kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan 
transaksi elektronik, masyarakat Desa Patemon sering menjadi korban dari 
usahanya di media sosial seperti penipuan, ketidak sesuaian barang yang di 
jualnya dan juga tidak bisa melihat kedewasaan dari konsumennya. 
Polemik-polemik seperti hal tersebut sering di alami oleh masyarakat Desa 
Patemon. 
2. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Desa Patemon, Kecamatan 
Bungatan, Kabupaten Situbondo itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang perlindungan konsumen pada poin ke 3 tentang hak atas 





barang dan/jasa. Dan juga bertentangan dengan poin ke 4 tentang hak 
untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang di 
gunakan. Dan juga bertentangan dengan poin ke 8 yaitu hak untuk 
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya. Sehingga konsumen banyak di rugikan oleh 
pelaku usaha yang tidak memberikan hak-hak konsumen sesuai dengan 
undang-undang perlindungan konsumen. 
3. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perlindungan 
konsumen dalam transaksi elektronik di Desa Patemon, Kecamatan 
Bungatan, Kabupaten Situbondo adalah pemberian perlindungan berupa 
hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli) yaitu termasuk 
pada bentuk Khiyar Ghabn dan Khiyar Taghrib. Khiyar ini sangat penting 
dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di mana posisi konsumen 
yang seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang curang dengan menjual 
barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan atau yang ada digambar, 
sehingga konsumen bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad 
tersebut. Jika ada yang melakukan ingkar janji maka dikenakan sanksi 
yang sesuai dengan Pasal 38 KHES yaitu membayar ganti rugi, 
pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara. 
Meskipun demikian, perlindungan dengan menggunakan KHES ini masih 
sangat minim dan sulit terlaksana, karena antara konsumen dan pelaku 
usaha tidak bisa bertemu secara lansung, sehingga seringkali barang yang 






Dalam skripsi ini akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas 
kembali: 
1. Bagi masyarakat di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten 
Situbondo Khususnya para pihak yang yang sering melakukan transaski 
elektronik hendaknya harus mencari tahu dulu atas barang-barang yang 
akan di belinya di media sosial dan mempelajari terlebih dahulu 
konsekuensi yang akan di alami ketika melakukan transaksi elektronik di 
media sosial. 
2. Bagi pelaku usaha agar tidak memanfaatkan kemajuan dunia digital untuk 
menipu konsumen sehingga mendapatkan keuntungan dan merugikan 
banyak konsumen khususnya dalam transaksi elektronik di media sosial. 
3. Bagi para sarjana hukum hendaknya memberikan pengarahan atau 
informasi mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik 
khususnya dalam bidang jual beli di media sosial agar konsumen tidak 
terus-terus
baik terhadap konsumen. 
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai 
macam kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Patemon kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Khususnya Transaksi 
elektronik yang ada di tempat peneliti selanjutnya , karena hal ini sangat 
penting bagi masyarakat dalam hal bertransaski agar terhindar dari 
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Wawancara dengan masyarakat  :  
1. Berapa lama saudara pernah melakukan transaksi elektronik? 
2. Bagaimana cara saudara melakukan transaski elektronik di media sosial? 
3. Apakah saudara pernah mengalami masalah dalam melakukan transaski 
elektronik? 
4. Apa saja permasalahan yang saudara alami ketika melakukan transaksi 
elektronik? 
5. Bagaimana sistem pembayaran yang saudara lakukan? 
6. Apakah saudara pernah membawa permasalahan yang saudara alami ke 
jalur hukum? 
Wawancara dengan Masyarakat yang paham hukum : 
1. Sejauh mana saudara memahami tentang perilaku masyarakat dalam 
transaksi elektronik di desa ini? 
2. Bagaimana pandangan saudara terkait perlindungan konsumen dalam 
Transaksi elektronik melalui media sosial di desa ini? 
3. Bagaimana menurut saudara tentang perlindungan konsumen dalam 
transaksi elektronik yang  terjadi di desa patemon jika di kaitkan dengan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang perlindungan 
konsumen? 
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
4. Pernahkah saudara melakukan sosialisasi tentang pemahaman dalam 
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